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Abstract

The Indonesian tax administration requires data analytics for monitoring
taxpayer compliance. Data wrangling is one of the stages in data analytics as a
combination of multiple techniques and computing tools in such a way as to
prepare data from various sources and formats to prepare data sets that can be
analyzed to support organizational decision-making and actions. Using a digital
ethnographic research strategy, this study found that data wrangling is part of
the “digital-self” in everyday life of the organizations-actors in implementing
data analytics as part of the tax administration function. This paper provides a
framework to understand how the digital-self becomes part of the technological
aspects of data wrangling at various levels of tax administration functions. The
framework is expected to become a reference in formulating the provisions on
data wrangling procedures for various levels, functions, and purposes of tax
administration, or it could be applied to a broader scope of public finance
management.
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1. PENDAHULUAN

Sistem administrasi perpajakan yang berlaku di Indonesia memberikan wewenang kepada
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan berbagai bukti dalam rangka pengawasan
terhadap pelaksanaan ketentuan hak dan kewajiban wajib pajak. Perkembangan teknologi
informasi menjadikan bukti ini didominasi oleh keberadaan data elektronik. Konsekuensinya
adalah perlunya kemampuan DJP untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data elektronik
tersebut untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum yang tepat jika berdasarkan
pengawasan yang dilakukan ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan
yang berlaku. Kompleksitas untuk menangani bukti dalam bentuk data elektronik ini semakin
meningkat. Selain karena otomasi atas berbagai proses bisnis wajib pajak juga adanya berbagai
aplikasi teknologi baru yang digunakan oleh wajib pajak seperti robotika, media sosial untuk
bisnis, ataupun Internet of Things (IoT) beserta aplikasi integrasi data yang menyertainya sehingga
mendorong tumbuhnya big data sebagai bentuk repositori data bisnis yang ukurannya (volume)
besar, bertumbuh cepat (velocity), dengan format data yang bervariasi (variety). Situasi ini kemudian
memunculkan sebuah disiplin dan body of knowledge yang disebut dengan analitika data perpajakan
(tax data analytics) (ANAO 2008; Brink dan Hansen 2018; Sinnott 2016; Pijnenburg et al. 2017; EY
2017; Houser dan Sanders 2018; IOTA 2016; Microsoft dan PwC 2017; Carina dan Thompson 2019;
Darono 2020).

Analitika data perpajakan, merujuk kepada uraian di atas, merupakan istilah yang
menunjukkan bagaimana kerangka pengetahuan analitika data yang berlaku umum dapat
diimplementasikan dalam fungsi-fungsi administrasi pajak dengan berbagai variasi tingkat
kompleksitas analisis sesuai dengan proses bisnis yang ingin diselesaikan. Administrasi pajak
merupakan salah area yang cukup intensif memanfaatkan kerangka pengetahuan analitika data
ini. Beberapa inisiatif terkait dengan pengembangan dan implementasi analitika data perpajakan
ini telah dilakukan oleh beberapa organisasi, antara lain oleh IOTA (2016) ataupun OECD (2011).
Publikasi dari hasil konferensi yang dilaksanakan oleh kedua organisasi ini menunjukkan
bagaimana berbagai otoritas pajak di seluruh dunia berupaya untuk menggali berbagai insight dari
data yang dimilikinya untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
perpajakan. Kajian yang dilakukan oleh Pijnenburg et al. (2017) dan juga Veit (2019)
mengungkapkan berbagai aspek administrasi pajak yang dapat dibantu dengan analitika data,
antara lain adalah pengawasan kepatuhan yang harus dilakukan secara masif, analisis risiko untuk
pemilihan wajib pajak yang diaudit, membuktikan adanya tindak pidana perpajakan, menghadapi
sengketa di pengadilan hingga menilai efektivitas suatu kebijakan.

Dalam kaitannya dengan implementasi analitika data untuk kepentingan administrasi
perpajakan ini, DJP juga telah menyatakan posisinya tentang bagaimana mengadopsi analitika
data ini sebagai bagian dari sistem administrasi pajak yang dijalankannya. Dalam Cetak Biru TIK
DJP (DJP 2015), dengan menggunakan istilah pilar pengembangan TIK, disebutkan bahwa salah
satu pilar tsersebut adalah big data analytics. Djuniardi (2018) menyatakan bahwa DJP telah
mengembangkan prototipe dan use case yang menggunakan platform teknologi big data sebagai
perangkat untuk melaksanakan analitika data terkait dengan beberapa fungsi administrasi
perpajakan, seperti aplikasi social network analytics untuk mengidentifikasi hubungan istimewa
dan kemungkinan terjadinya transaksi tidak wajar antar wajib pajak tersebut.

Dalam praktik analitika data dikenal adanya beberapa data analytics framework atau
metodologi (lihat misalnya Rollins 2015 atau Panoply 2019) ataupun disebut juga dengan data
analytics life cycle (lihat misalnya: EMC 2015 atau Keller et al. 2020). Dari beberapa
framework/metodologi/life cycle tersebut dapat dinyatakan bahwa tahapan pekerjaan dalam analitika
data meliputi: identifikasi masalah bisnis yang memerlukan dukungan analitika data, data
wrangling, penyusunan model, eksekusi model, komunikasi hasil, dan operasionalisasi. Salah satu
tahap yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam dari siklus pekerjaan analitika data ini adalah
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data wrangling. Beberapa dari kajian tentang analitika data menyebutkan bahwa data wrangling
(dikenal juga dengan berbagai istilah lain, seperti data preparation, extract-transform-load/ETL, pre-
analysis, atau data cleansing) adalah bahwa ia merupakan aktivitas yang dapat memakan hingga 80
persen waktu yang diperlukan dari seluruh kegiatan analitika data (Press 2016; Rattenbury et al
2017; Horton 2019; Panoply 2019). Bahkan Rattenbury et al (2017) secara tegas menekankan sangat
pentingnya kedudukan data wrangling dalam analitika data dengan menyatakan bahwa terdapat
miskonsepsi yang lumrah ditemui, yaitu analisis data adalah sebuah proses untuk menjalankan
algoritma statistik dalam lingkungan sistem komputasi berdaya besar. Pada kenyataannya, hal itu
hanyalah satu langkah akhir dari serangkaian berbagai proses kompleks lain yang berlangsung
sebelumnya. Analis data dapat menghabiskan 50 s.d. 80 persen waktu kerjanya untuk melakukan
data wrangling sehingga kemudian data tersebut dapat dianalisis. Artinya, tahapan data wrangling
merupakan pekerjaan yang cukup memakan sumber daya dan harus dilakukan karena merupakan
prasyarat agar data yang tersedia dapat diolah lebih lanjut. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan
untuk mendapatkan insight dari data yang tersedia tercapai untuk mendukung seluruh aktivitas
organisasi.

Kondisi terkait dengan data wrangling sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mendorong
peneliti untuk lebih jauh mengungkapkan apa yang terjadi dengan data wrangling yang
dilaksanakan sebagai bagian dari analitika data di DJP sebagai otoritas perpajakan Indonesia.
Pengungkapan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan strategi penelitian etnografi digital
(Pink et al. 2016; Bakry 2017; Kautsarina 2018; Beuving 2020) dengan argumentasi bahwa
pemahaman akan penerapan data wrangling sebagai bagian dari implementasi analitika data
perpajakan tidak hanya perlu dikaji dari aspek teknis-teknologi semata. Hal ini sejalan dengan
yang diungkapkan oleh hasil kajian Kling etl al. (2005), Avgerou (2000), dan juga Orlikowski dan
Robey (1991), bahwa implementasi teknologi informasi juga perlu didalami dari sisi sosial-
kultural-organisasionalnya, termasuk dalam hal ini adalah penggunaan perspektif etnografi.
Sebagai sebuah studi etnografi digital, penelitian ini berusaha untuk menyajikan pemahaman
(verstehen, lihat misalnya Neuman 2014) yang dalam hal ini adalah tentang bagaimana terjadinya
interplay antara “digital-self” (lihat misalnya Schau and Gilly 2003; Kozinets 2010) dari para aktor-
organisasi di bidang analitika data perpajakan ini dengan berbagai artefak teknologi-organisasi
yang ada. Pemahaman atas perilaku tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan referensi terkait
dengan implementasi analitika data perpajakan ataupun dalam skala yang lebih luas analitika data
di lingkungan administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana memahami
pelaksanaan data wrangling sehingga dapat menjadi bagian yang mendukung implementasi
analitika data yang diimplementasikan di DJP. Kontribusi yang ingin diajukan oleh kajian ini
setidaknya mencakup dua hal. Pertama, dari sisi praktik analitika data, penelitian ini merupakan
sebuah upaya untuk menyajikan kerangka pemahaman tentang pelaksanaan data wrangling
sebagai bagian dari analitika data, khususnya untuk kepentingan perpajakan di Indonesia. Kedua,
dari sisi metodologi penelitian, hasil kajian ini diharapkan menjadi tambahan rujukan yang
berkaitan dengan penggunaan strategi penelitian etnografi (digital) dalam penelitian administrasi
perpajakan ataupun administrasi publik secara lebih luas.

Sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut. Bagian pertama menyajikan latar belakang dan
rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, bagian kedua akan menguraikan kerangka teoritis dan
penelitian terdahulu terkait dengan data wrangling dan analitika data perpajakan. Berikutnya,
bagian ketiga akan menjelaskan metodologi penelitian. Kemudian, bagian keempat akan
mendiskusikan temuan penelitian. Terakhir bagian kelima akan menyajikan kesimpulan dan
saran.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Analitika data dalam administrasi pajak
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Penjelasan tentang bagaimana sistem informasi bekerja sebagai bagian dari keseluruhan
manajemen organisasi kebanyakan menggunakan dua istilah ini: online transaction processing (OLTP)
dan online analytical processing (OLAP) (Rainer Jr. dan Cegielski 2011; Laudon dan Laudon 2012 ;
Harrison 2015; Hall 2015). Dalam pandangan kerangka kerja pembagian ini, OLTP adalah sistem
aplikasi untuk mengotomasikan pekerjaan klerikal, rutin, terstruktur, berulang, dan merupakan
transaksi yang atomik dan terisolasi. Contoh: order tiket pesawat terbang, aplikasi PoS (point-of-
sale) yang berada di meja kasir sebuah toko swalayan, ataupun penyetoran rekening tabungan yang
ada di teller sebuah bank, serta penjualan tiket. Sementara itu, OLAP adalah sistem aplikasi yang
memanfaatkan data yang telah dikumpulkan, baik melalui sistem OLTP ataupun sistem
pengolahan data lainnya sehingga dapat digunakan mendukung seluruh fungsi organisasi.

Salah satu pembeda OLTP dengan OLAP adalah pendekatan dalam penyimpanan datanya.
OLTP menyimpan datanya ke dalam database yang kemudian dengan proses yang disebut dengan
Extract-Transform-Load (ETL) akan ditransformasi menjadi data warchouse. Perkembangan
selanjutnya dari teknologi manajemen data ini kemudian juga memunculkan istilah data lake
sebagai salah satu area dalam manajemen data yang dapat digunakan untuk memperkaya sumber
daya sebagai pendukung berbagai fungsi manajemen dan pengambilan keputusan organisasi
(Devlin 2018; Palanivel dan Manikandan 2019; Panoply 2019; Saddad et al. 2020; ). Gambar 1
(dimodifikasi dari Devlin 2018) menjelaskan hubungan antara database, data warchouse, dan data lake
sebagai sebuah ekosistem manajemen data yang saat ini telah diimplementasikan di berbagai
organisasi.

GAMBAR-1: Hubungan antara file, database, data lake, data warehouse dan data wrangling
untuk analitika data
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sumber: dimodifikasi dari Devlin (2018)

Penjelasan atas Gambar 1 adalah sebagai berikut. Database merupakan area manajemen data
terstruktur dalam bentuk tabular (baris dan kolom), dalam format data yang relatif terbatas
(terutama huruf, angka, dan tanggal) dengan relasi antar data yang sudah didefinisikan sebagai
representasi dari berbagai entitas dan events dalam suatu organisasi. Database terbentuk dari
adanya aktivitas manajemen data yang bekerja secara real-time dan berbasis transaksi (atau dikenal
dengan operasi Create-Read-Update-Delete/ CRUD) di mana data yang akan disimpan telah melalu
proses validasi secara ketat sesuai dengan proses bisnis yang telah dibakukan. Sementara itu, data
lake terbentuk dari proses yang agak berbeda, terutama dari sisi validasi data yang cenderung
longgar atau dengan kata lain “yang penting data masuk dulu, validasi nanti saja pada saat
digunakan”. Baik untuk database atau data lake, data yang masuk dapat berasal dari beberapa aliran
data, baik berupa events (peristiwa yang biasanya dipicu oleh perangkat dengan sensor), measures
(tindakan pengguna seperti entri data dengan keyboard atau mouse), messages (pesan yang
dipertukarkan antar sistem seperti data yang dikirim via mesin electronic data capture/EDC). Pada
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area manajemen data yang lain, setelah data dalam yang berasal dari database ataupun data lake
melalui tahapan data wrangling maka terbentuklah data warehouse yang sifatnya (merujuk Inmon dan
Linstedt 2015) adalah: non-volatile, integrated, subject-oriented, dan time-variant.

Berdasarkan konfigurasi manajemen data sebagaimana telah diuraikan tersebut, para
pengguna data dapat mempunyai beberapa alternatif cara untuk akses data, apakah melalui
aplikasi yang menu-driven untuk mengakses database, misalnya tampilan berupa dashboard ataupun
menggunakan perangkat yang memungkinkan ad-hoc query langsung ke data warehouse ataupun data
lake. Tentu saja dengan tetap memperhatikan data governance seperti kesesuaian hak akses dengan
tugas/pkerjaan pengguna data, jaminan keamanan data, ataupun bila diperlukan adalah adanya
catatan tentang pemanfaatan data yang telah diaksesnya. Konfigurasi data manajemen
sebagaimana yang diuraikan di atas mendorong berkembangnya disiplin dan kerangka
pengetahuan analitika data (data analytics) sebagai proses untuk mengidentifikasi,
mentransformasi, dan memodelkan data dengan tujuan untuk menemukan tren, pola, ataupun
hubungan sehingga dapat menggambarkan fenomena kehidupan-nyata (Deloitte 2016; Keller et al.
2020; Cuadrado-Gallego dan Demchenko 2020). Secara umum, analitika merupakan kerangka
pengetahuan (body of knowledge) yang berkaitan dengan penggunaan data, analisis kuantiatif, model
eksplanatori dan prediktif, serta manajemen berbasis-fakta secara ekstentif untuk mempercepat
keputusan dan tindakan (Davenport dan Harris 2007). Analytics adalah science of analysis (White
dan Imhoff 2010). Menurut Power et al. (2018), analytics berbeda dengan analysis, adanya akhiran
“ics” tersebut menunjukkan adanya kerangka pengetahuan ataupun prinsip-prinsip yang

berkaitan dengan bagaimana caranya melakukan pekerjaan analysis.

Jika uraian di atas digunakan untuk memahami sistem administrasi pajak, maka OLTP untuk
menangani data detil yang terkait dengan registrasi, pelaporan (surat pemberitahuan, faktur,
bukti pungut/potong), pembayaran (surat setoran, pemindahbukuan, kelebihan bayar),
keberatan, banding, ataupun permohonan layanan lainnya oleh wajib pajak. Sementara itu, area
OLAP dapat berangkat dari tahap yang paling sederhana, seperti menguji kepatuhan pajak secara
formal yang dapat dilaksanakan secara masal karena kriterianya sudah terukur seperti
menghitung denda karena keterlambatan pembayaran atau penyampaian surat pemberitahuan.
Dari OLAP yang demikian itulah kemudian dapat dikembangkan menjadi analitika data
perpajakan (tax data analytics). Jadi analitika data perpajakan adalah kombinasi antara
pengetahuan perpajakan dengan berbagai perangkat dan teknik analisis data untuk menyajikan
insight dan pengetahuan dari kumpulan data untuk kepentingan perpajakan (Regan et al. 2017,
Microsoft dan PwC 2017, 2018; Tansey 2019). Sebagaimana analitika data pada umumnya,
analitika data perpajakan mempunyai tahapan pekerjaan yang kurang lebih sama, ciri utamanya
terletak pada sumber data yang menitikberatkan pada berbagai data ekonomi, keuangan, dan
akuntansi. Dari sisi pemanfaatannya, analitika data perpajakan tentu saja akan spesifik berkaitan
dengan berbagai fungsi administrasi pajak, seperti registrasi, pelaporan, pembayaran, penetapan,
keberatan, ataupun penagihan (lihat misalnya Darono 2015; Tansey 2019).

2.2. Data wrangling

Merujuk kepada beberapa framework/metodologi/life cycle analitika data, salah satu tahapan yang
harus dilakukan sebelum melakukan analisis data adalah data wrangling (atau dengan berbagai
sebutan lainnya seperti data pre-prcocessing, data cleansing, data preparation, data extraction and
transformation, dll.). Tulisan ini memilih menggunakan istilah data wrangling dengan argumentasi,
sebagaimana pendapat yang diajukan oleh Endel dan Piringer 2015 ataupun Azeroual (2020),
bahwa istilah ini lebih secara komprehensif mencakup semua pekerjaan yang harus dilalui
sebelum analisis data dengan melakukan cleansing, validasi, konversi, transformasi, dan kemudian
me-load data tersebut ke dalam repositori data. Terdapat cukup banyak definisi dan penjelasan

tentang data wrangling ini.
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Pierson (2015) mendefinisikan data wrangling dengan proses dan prosedur yang digunakan
untuk membersihkan dan mengkonversi data dari suatu format dan struktur menjadi format dan
struktur sesuai dengan proses dan teknik analisis data yang akan dijalankan. Di sisi lain,
Rattenbury et al. (2017) menjelaskan bahwa data wrangling mencakup aktivitas untuk memahami
data, memahami relasi antar data, dan memutuskan data yang akan dianalisis. Dalam istilah lain
dapat juga dinyatakan sebagai access, profiling, transform, dan publish. Sementara itu, Azeroual (2020)
menyebutkan bahwa data wrangling terdiri dari langkah-langkah untuk explore, structure, clean up,
enriching, validation, dan publish. Di sisi lain, McKinney (2018) menyatakan bahwa data wrangling
merupakan istilah yang menggambarkan tentang keseluruhan proses untuk mengubah data yang
tidak beraturan schingga dapat digunakan untuk pekerjaan analisis. Berdasarkan beberapa
definisi yang telah disebutkan di atas dan merujuk kembali Gambar 1, data wrangling dapat
diuraikan lagi ke dalam beberapa langkah yang lebih detil. Mengacu Azeroual (2020), Gambar 2
adalah tahapan yang dilakukan dalam data wrangling. Tahapan ini dapat dilakukan secara iteratif
dengan tujuan untuk mendapatkan data yang siap untuk dianalisis.

GAMBAR-2: Urutan pekerjaan dalam data wrangling

Explore — Structure |[—+ Cleanup |—+ Enrich |—{ Validate |—| Publish

sumber: diadaptasi dari Azeroual (2020)

Jika uraian tentang data wrangling tersebut diterapkan untuk memahami sistem administrasi
pajak, DJP telah menetapkan konfigurasi analitika data perpajakannya, terutama dikaitkan
dengan adanya inisiatif untuk big data analytics (Djuniardi 2016; 2018). Gambar 3 menyajikan
konfigurasi analitika data perpajakan yang telah diimplementasikan saat ini. Secara umum,
konfigurasi ini mengikuti framework/metodologi yang telah dikembangkan oleh kalangan
praktisi-industri teknologi informasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari
konfigurasi yang diimplementasikan terlihat bahwa tahapan data wrangling juga mempunyai
fungsi yang krusial karena sebagaimana uraian sebelumnya, ia menjadi penghubung antara sistem
OLTP (dengan berbagai varian aliran sumber datanya) ataupun data lake dengan enterprise data

warehouse.

GAMBAR -3: Konfigurasi analitika data perpajakan di DJP
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3. METODE PENELITIAN

Creswell (2013)  menyatakan bahwa suatu penelitian harus menetapkan pendekatan
penelitiannya. Hal ini meliputi tiga komponen, yaitu paradigma dan klaim pengetahuan, strategi
penelitian, dan metode penelitian. Berdasarkan konsep tersebut maka paradigma yang dipilih
adalah interpretif dan klaim pengetahuan yang diajukan adalah pemahaman mendalam dan
empatik (verstehen) dengan sudut pandang dari para aktor yang terlibat dalam analitika data
perpajakan (Berntsen et al. 2004; Bhattacharya 2008; Bakker 2010). Untuk mencapai hal tersebut,
strategi penelitian yang dipilih adalah etnografi digital. Metode penelitian menggunakan teknik
pengumpulan dan juga analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data
berupa studi dokumentasi dan wawancara. Dokumen yang digunakan mencakup pengertian yang
luas termasuk prosedur operasi standar, peraturan, manual sistem aplikasi, laporan dan juga hasil
rekaman pelatihan yang bisa diakses oleh penulis. Wawancara dilakukan kepada para pegawai
DJP yang sedang ditugaskan untuk bermitra dengan peneliti sebagai pengajar dalam pelatihan
untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan teknologi informasi dan analisis data perpajakan
(misalnya pengajar untuk pelatihan administrator sistem, forensik digital, audit berbantuan
komputer, dan analitika data perpajakan). Penulis, dengan merujuk metode yang diajukan oleh
Bolls (2012), juga mengamati keseharian dari para narasumber selama berinteraksi dengan
menekan perhatian pada berbagai ide ataupun praktik yang berkaitan dengan data wrangling dalam
kaitannya dengan analisis data perpajakan.

Strategi penelitian yang dipilih adalah etnografi digital. Alasan penggunaan strategi ini adalah
karena penggunaan berbagai perangkat digital merupakan hal yang tidak dapat lagi dipisahkan
dari kehidupan sosial manusia (termasuk di dalamnya tentu saja lingkungan organisasi-
pemerintahan) saat ini. Etnografi digital ini merupakan pengembangan dari etnografi
konvensional yang pada dasarnya merupakan cara untuk melihat kebiasaan dan tingkah laku
masyarakat dalam konteks sosial (CIPG 2012; McKerchar dalam Bolls 2012; Bjorklund Larsen 2013
; Johannesson dan Perjons 2014; Sugiyanto dan Winardi 2018). Etnografi digital dikembangkan
sebagai cara untuk memahami berbagai aspek kehidupan sosial yang “berada dalam serta
menggunakan perangkat digital” (Schau dan Gilly 2003). Hal yang ingin diungkapkan dalam
etnografi digital adalah:
experience (apa yang orang rasakan);
practice (apa yang orang lakukan);
things (objek yang menjadi bagian dari hidup kita);
relationship (lingkungan sosial yang diakrabi);
social world (kelompok dan konfigurasi sosial yang lebih luas di mana orang berhubungan satu
sama lain);

o locality (konteks bersama secara fisik aktual yang seseorang tempati);
e cvent (pertemuan berbagai hal dalam konteks publik)

yang berkaitan dengan keberadaan berbagai aspek digital dalam sebuah situasi sosial yang sedang
diteliti (Pink et al. 2016).

Etnografi digital (ada yang menyebutnya dengan virtual ethnography atau netnography)
merupakan sebuah upaya untuk menggali bagaimana aktor-sosial menjadi dan menggunakan
digital-self (Schau dan Gilly 2003; Kozinets 2010; Pink et al. 2016). Tulisan ini mengajukan definisi
operasional tentang digital-self ini, dengan mengacu pada hasil kajian Schau dan Gilly (2003),
Kozinets (2010) dan juga Pink et al. (2016). Namun demikian, agak sedikit berbeda dari cakupan
yang diungkapkan Schau dan Gilly (2003) yang cenderung membatasi digital-self dengan aktivitas
online di internet, studi ini berupaya untuk memperluas pengertian tersebut dengan memasukkan
keberadaan manusia sebagai mahkluk sosial, di dunia yang sudah terdigitalisasi sedemikian rupa,
untuk kemudian berusaha mengelaborasi berbagai kemungkinan dalam dunia-digital itu menjadi
bagian dari tindakan kesehariannya dan bahkan mungkin mengubah identitasnya. Dalam konteks
penelitian ini, hal yang ingin disajikan adalah pemahaman yang berasal dari hasil refleksi penulis

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V6i1.968



Kajian Ekonomi & Keuangan Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2022

(lihat misalnya Pink et al. 2016; Johannesson dan Perjons 2014) tentang keberadaan digital-self ini
menjadi bagian dari tindakan keseharian para aktor-organisasi dalam kaitannya dengan data
wrangling dan analitika data.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Secara ringkas, penelitian ini mengajukan tiga temuan penting. Pertama, bagaimana data wrangling
(merujuk Pink et al. 2016) menjadi practices yang keberadaannya menjadi aspek yang tidak
terpisahkan dari implementasi analitika data untuk kepentingan administrasi perpajakan di DJP
saat ini. Kedua, data wrangling dengan segala aspek dan pola relasinya telah membawa beberapa
aktor-organisasi yang sebenarnya adalah end-user namun karena berbagai faktor menggunakan
kemampuannya untuk juga melakukan data wrangling untuk memenuhi kebutuhan data dalam
pelaksanaan pekerjaan. Hal ini ternyata mengarah pada apa yang disebut oleh Schau dan Gilly
(2003) dan juga Kozinets (2010) sebagai “diri-yang-digital” (digital-self). Ketiga, penulis
mengajukan kerangka yang diharapkan dapat digunakan untuk memahami praktik data wrangling
sebagai bagian dari analitika data dalam administrasi perpajakan.

4.1. Data wrangling sebagai organizational-practices

Misi utama otoritas pajak adalah memastikan bahwa semua wajib pajak telah melaksanakan
seluruh kewajiban dan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, otoritas
pajak memerlukan tax policy, tax law, dan tax administration (Pistone et al. 2019). Implementasi dari
administrasi perpajakan adalah adanya berbagai prosedur (atau popluer dengan istilah proses
bisnis) yang menjadi panduan bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Di
sisi lain, proses bisnis ini juga menjadi acuan bagi para petugas pajak untuk menjalankan tugas
mengawasi kepatuhan wajib pajak.

Secara garis besar proses bisnis dalam sistem administrasi perpajakan yang dikelola oleh
pemerintah pusat Indonesia dapat digambarkan dalam Gambar 4. Proses bisnis pada saat ini tidak
dapat dilepaskan dari dukungan teknologi informasi terutama manajemen data. Oleh karena itu,
Gambar 4 menyertakan pula kaitan antara prosedur dengan data beserta mekanisme untuk
menggunakan data tersebut. Data layer terdiri repositori data beserta tata kelolanya. Untuk
menghasilkan data yang dapat digunakan manajemen data melaksanakan, menurut istilah penulis
sebagai enterprise-wide data wrangling. Tstilah yang demikian ini penulis ajukan karena area ini
merupakan agregasi dari semua data DJP pada level enterprise yang berasal dari berbagai sumber
data disimpan. Data wrangling (dengan semua tahapan sebagaimana dipaparkan dalam Gambar 2)
dilaksanakan dengan menggunakan tata kelola (termasuk penjaminan mutu data) sehingga
kualifikasi data dapat dibedakan untuk disimpan dalam database, data warchouse, ataupun data lake.

Access ¢ application layer merupakan area yang mengandung berbagai aplikasi yang
dikembangkan dan diimplementasi oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Beberapa aplikasi, misalnya SIDJP, Approweb, Apportal (DDIP 2020) akan menampilkan data
dengan menggunakan yang disimpan dalam database. Tampilannya bersifat detil (fine-grained)
untuk setiap record wajib pajak, seperti tampilan tentang profil wajib pajak yang menguraikan
seluruh data yang terkait wajib pajak yang dipilih. Sementara itu, data warehouse dan data lake lebih
banyak dimanfaatkan berbagai aplikasi analitika yang memerlukan data dalam bentuk agregat.
Contoh penggunaannya adalah untuk berbagai kepentingan kebijakan ataupun pengembangan
dan implementasi complianace risk managament yang terutama dikaitkan dengan penentuan wajib
pajak yang diperiksa.

Situasi yang menarik untuk diungkapkan sebagai temuan penelitian ini adalah apa yang
disajikan dalam Gambar 4, yaitu keberadaan dari hal yang penulis sebut sebagai personal/group data
wrangling sebagai kontras terhadap enterprise-wide data wrangling. Kedua jenis data wrangling ini perlu
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penulis refleksikan (merujuk Pink et al. 2016) sebagai practices dalam organisasi dalam perspektif
etnografi digital. Sebagai practices, data wrangling merupakan sebuah atrefak sosio-teknikal yang
keberadaannya sengaja dibuat oleh para aktor-organisasi yang memerlukannya. Data wrangling dari
sisi perwujudan fisik tetap saja intangible karena ia tetap berupa kombinasi dari serangkaian
prosedur dan perangkat lunak komputasi yang digunakan untuk mengubah struktur data,
keberadaannya sebagai practices lebih merupakan penanda bahwa implementasi analitika data
memerlukan tahapan yang mungkin saja belum terpenuhi oleh prosedur perolahan data
sebagaimana yang telah ditetapkan.

GAMBAR-4: Data wrangling sebagai bagian dari administrasi dan analitika data perpajakan

Penelitian/ ;
Pendaftaran Pelaporan Pengawasan Penetapan Penagihan
“Upaya i - Keberatan/
Pembayaran Hukum® Pemeriksaan || Penyidikan Banding

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
Wajib Pajak Penegakan Hukum

— @ &

Personal/Group Data Wrangling Layer

Access & Application Layer

o Data = Data
LEziEEs F,@} Warehouse @ Lake

Data Layer

sumber: hasil analisis penulis

Terdapat fakta bahwa dalam beberapa situasi, para aktor-organisasi yang bertindak sebagai
end-user dari data dan aplikasi masih memerlukan beberapa langkah data wrangling agar data yang
mereka peroleh dari tampilan aplikasi standar dapat digunakan untuk mendukung tugas mereka.
Contohnya adalah jika seorang pemeriksa pajak sebagai end-user memerlukan data tentang faktur
pajak yang terkait dengan seluruh transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, baik dari sisi
pembelian maupun penjualan yang dilakukannya, maka data tersebut belum tersedia dalam
bentuk yang langsung dapat disandingkan record-by-record. End user perlu melakukan beberapa
tahapan data wrangling sehingga dia mendapatkan data dalam format yang sesuai dengan
kepentingan pekerjaannya. Situasi lain sebagai contoh untuk penjelasan tambahan tentang
perlunya aktivitas data wrangling yang masih dilakukan pada level personal, seorang account
representative yang sedang melakukan penggalian potensi sektor e-commerce maka dia akan
melakukan data wrangling dari berbagai laman web (internet maupun intranet) sehingga
kebutuhan data yang dia perlukan untuk melaksanakan tugasnya dapat terpenuhi.

Aktivitas personal- (hanya untuk kepentingan personal, seorang diri saja) ataupun group-
(untuk sekelompok pengguna dalam sebuah unit yang sama atau rumpun pekerjaan yang sejenis)
datawrangling ini pun pendekatan teknisnya juga bervariasi, yaitu: (1) ad hocs dengan menggunakan
perangkat query data tertentu seperti Navicat, SQLWorkbench, Excel, ataupun Power BL (2)
menjadi sebuah “sub-aplikasi” yang berupa add-in dari aplikasi Excel (misalnya: Apiseta, e-Audit
Utilities); (3) aplikasi yang otonom (misalnya MPN Info). Ketiga pendekatan teknis tersebut
penggunaannya bergantung pada kebutuhan data, kompleksitas struktur data yang akan diambil,
dan tentu saja kemampuan teknis dari setiap end-user yang akan melakukan data wrangling.
Keberadaan personal/group data wrangling ini akan mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh
bagaimana respon organisasi. Dalam pandangan penulis, respon ini sebaiknya tetap
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mempertimbangkan kemampuan organisasi memenuhi kebutuhan data yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan yang ada, jaminan kualitas data, dan kompetensi para pengguna dalam
melakukan personal/group data wrangling.

4.2. Data wrangling dan digital-self

Data wrangling, walaupun tidak secara eksplisit bukan istilah yang digunakan, secara substantif
telah menjadi bagian dari keseharian para aktor-organisasi di DJP tidak hanya terbatas pada fungsi
yang mempunyai tugas sebagai pengelola data ataupun teknologi informasi namun sampai dengan
tingkat tertentu juga pada fungsi yang lain, seperti pengawasan kepatuhan ataupun penegakan
hukum. Dari data penelitian yang berhasil dikumpulkan, data wrangling merupakan aktivitas yang
sudah menjadi kegiatan pekerjaan keseharian (in everyday life) para pegawai di DJP. Dengan
mengadopsi frasa “...ineveryday life...” yang dikemukakan oleh Geofmann dalam Silva (2013) sebagai
bagian dari impression management. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa setiap
individu terus-menerus menyesuaikan kehadiran dirinya (self-presentation) agar sesuai dengan
konteks sosial di mana dia sedang berada, dan ini kemudian berlangsung terus-menerus sehingga
terbentuk sebagai hal wajar dalam aktivitas sehari-hari dan sampai dengan tingkat tertentu
bahkan akan menjadi identitas dari diri-pelakunya.

Situasi yang demikian itulah kurang lebih yang terjadi dengan aktivitas data wrangling sebagai
bagian dari analitika data perpajakan atau bahkan sistem administrasi perpajakan dalam skala
yang lebih luas. Aktivitas data wrangling menjadi hal yang berlangsung setiap hari, dianggap sebagai
hal yang biasa saja walaupun sebenarnya itu berawal dari sebuah aktivitas yang sebelumnya tidak
pernah dilakukan sama sekali. Dalam istilah Kozinetsn (2010) dan juga Pink et al. (2016), situasi
ini mengarah pada apa yang disebut sebagai locality. Bahwa, data wrangling adalah tindakan dalam
keseharian para petugas pajak sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi mereka.

Sampai dengan tingkat tertentu, terdapat fenomena bahwa kemampuan data wrangling ini
akan menjadi identitas dari pegawai yang melakukannya. Pengembangan aplikasi MPN-Info oleh
end-user pada awalnya untuk memenuhi kebutuhan data personal saja, untuk melengkapi aplikasi
MPN Harian Rekon (Kemenkeu 2015). Kemudian aplikasi ini dibagikan secara bebas sehingga
bisa dimanfatkan oleh banyak pengguna. Pengembang aplikasi ini pun secara suka rela kemudian
menjadikan pemeliharaan aplikasi MPN-Info menjadi bagian kesehariannya ataupun bahkan
mungkin telah menjadi identitas tambahan bagi dirinya.

Datawrangling juga dapat membentuk digital-self dari cara yang berbeda. Para pengguna data di
beberapa fungsi perpajakan seperti pemeriksa pajak karena ketentuan yang mengatur
pekerjaannya akan menghadapi kondisi di mana mereka harus mengolah data elektonik yang
mereka dapat dari wajib pajak sebagai konsekuensi dari ketentuan yang mengatur pelaksanaan
tugas mereka. Sesuai dengan Surat Edaran DJP SE-10/PJ/2017 tentang Petunjuk Teknis
Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan, pemeriksa pajak diminta untuk memahami konfigurasi sistem informasi
yang diterapkan oleh wajib pajak dan mendapatkan data elektronik dari sistem informasi atau
perangkat komputer wajib pajak untuk dapat diolah menjadi bukti pemeriksaan pajak yang
ditugaskan kepadanya. Untuk mengolah berbagai berbagai jenis data yang diterima dari wajib
pajak tersebut, beberapa pemeriksa pajak kemudian atas inisiatif mereka sendiri mengembangkan
aplikasi data wrangling dalam bentuk Excel add-in untuk melakukan berbagai pekerjaan data
wrangling (lihat kembali Gambar 2). Hal ini dilakukan agar data yang diperolehnya dari wajib pajak
dapat diolah untuk menghasilkan kertas kerja pemeriksaan dan juga laporan hasil pemeriksaan.
Berdasarkan uraian ini, data wrangling dapat dikatakan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dari kegiatan pemeriksaan pajak. Kemampuan data wrangling dalam konteks ini bahkan sudah
menjadi bagian identitas dari personal yang melakukannnya.
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4.3. Digital-self dan interplay antar artefak: refleksi etnografis dan kerangka
pemahaman

Artefak teknologi secara umum dicirikan secara sempit sebagai objek material yang dibuat oleh
agen-manusia (human-agent) sebagai sarana untuk mencapai tujuan praktis. Merujuk Aristoteles,
artefak teknologi adalah objek yang tidak dibuat oleh alam (Verbeek and Vermaas 2009). Atau,
dalam pandangan digital etnografi yang dikemukakan oleh Pink et al. (2016) hal ini disebut dengan
thing. Berada dalam konteks yang demikian ini, data wrangling merupakan salah satu thing (atau
artefak teknologi) dalam administrasi perpajakan Indonesia. Diskusi pada bagian sebelumnya
menunjukkan bagaimana data wrangling telah menjadi bagian dari praktik organisasional dan
sampai dengan tahap tertentu, bahkan secara personal telah menumbuhkan sisi digital-self dari
para aktor-organisasinya. Pada sisi lain, kajian etnografi digital juga menekankan pentingnya
mengungkapkan dan memahami event sebagai kombinasi antara bebagai isu dan situasi
kontemporer dalam sebuah situasi sosial-organisasional yang memengaruhi perilaku aktor-
organisasi. Situasi yang demikian ini dalam hemat penulis mengarahkan penulis untuk
mengungkapkan bagaimana situasi dan isu kontemporer orgnisasi ber-interplay dengan digital-self
yang terbentuk dalam aktivitas data wrangling dalam administrasi perpajakan. Beberapa artefak DJP
dalam situasi kontemporer organisasional DJP yang dalam catatan penulis seharusnya
diperhatikan saling-pengaruhnya dengan digital-self yang terbentuk dari aktivitas data wrangling ini
adalah:

(1) munculnya fungsi penjaminan kualitas data di kantor pelayanan pajak sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP. Hal ini sebenarnya secara implisit menunjukkan
meningkatnya peran data wrangling. Sebagaimana substansi aktivitas data wrangling adalah
berupa data preparation untuk menjamin kualitas data sehingga analisis data dilakukan
terhadap data yang valid dan reliabel.

(2) adanya inisiatif untuk menerapkan cooperative compliance sebagaimana diatur dalam
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-251/PJ/2020 tentang Pembentukan Tim
Integrasi Data Wajib Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020. Menurut KEP-251
cooperative compliance adalah hubungan kerja sama berbasis transparansi dan kepercayaan
antara Wajib Pajak dengan DJP berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang bertujuan
untuk menciptakan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, baik secara formal
maupun material, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satu
komponen dari impelementasi cooperative compliance ini adalah adanya compliance arrangements,
yaitu perjanjian tertulis antara wajib pajak dan DJP untuk menyepakati kriteria-kriteria
tertentu atau akun objek pelaporan dalam mekanisme integrasi data perpajakan.

(3) pengembangan sistem inti administrasi (core-system) (sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.03/2020 tentang Tim Pembaruan Sistem Inti
Administrasi Perpajakan) sebagai enterprise information system yang akan menangani seluruh
(end-to-end) proses administrasi perpajakan. Pembaruan sistem yang diawali dengan rancang
ulang seluruh proses bisnis perpajakan. Modernisasi sistem dan redesign proses bisnis ini
diharapkan akan meningkatkan kapabilitas dan kinerja DJP. Dengan demikian, sistem ini
diharapkan mampu menyediakan layanan dan pengawasan pajak yang lebih mudah,
berkeadilan, dan andal. Implementasi sistem baru tersebut diharapkan bisa selesai pada
2024 (DDTC 2020). Intensitas data wrangling akan dipengaruhi oleh seberapa komprehensit
core-system yang dikembangkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan informasi para
pengguna yang selama ini telah menjadikan aktivitas data wrangling tidak saja menjadi bagian
pekerjaannya namun sampai dengan tahap tertentu telah menjadi bagian dari identitas
dirinya yang cenderung menjadi digital-self.

http://dx.doi.org/10.31685/kek.V6i1.968



Kajian Ekonomi & Keuangan Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2022

Interplay antar berbagai artefak dalam situasi kontemporer sebagaimana diuraikan di atas
membawa penulis kepada sebuah pemahaman yang dapat diungkapkan dari perspektif etnografi
digital sebagai kerangka pemahaman tentang bagaimana data wrangling menjadi bagian dari proses
organisasional administrasi perpajakan. Gambar 5 dengan menggunakan artefak TIK DJP dalam
situasi kontemporernya memaparkan bagaimana saling-pengaruh (interplay) antar-artefak terjadi
kemudian memengaruhi aktor-organisasi mengembangkan praktik data wrangling sebagai bagian
dari pelaksanaan tugas dan fungsi mereka, terutama yang berkaitan dengan analisis data
perpajakan.
GAMBAR-5: Kerangka pemahaman data wrangling dalam analitika data perpajakan:
perspektif etnografi digital

/
( aorg Governonce \) 1
: ——— ; dota madeling ‘ dota
' p— —— ' 7 W |
(e R | dota wrongling “
\ \ & anolysis l visuoization
o integrasi inforrmas )
e e |- dato onalytics ———————»

17 sistem aplikasi pengolahan \
N data {inti & pendukung) S
|~ infrastruktur data [dato T~ D ot N N
P, \ \ Y VAR 2
i bose, dota worehouse, ) ' '/ aktivitas keseharian yang \
N doto lake, data mart) 7 A membutubksn dukungan /D '
! B ST S RN data S
artefak teknologl (practice, things, event) ‘ \_"‘»-- = S
.................................... E————— PR

H //-_ M _~.~‘\

B & kemampuan teknis untuk N

- menggunakan aplkas: /l '

N pengolahan data P
\digitai-self

sumber: hasil analisis penulis

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Data wrangling, dari praktik yang ada dapat disimpulkan sebagai kombinasi teknik dan perangkat
pengolahan data tertentu sedemikian rupa untuk mempersiapkan data yang berasal dari berbagai
sumber dan format. Tujuannya adalah menyediakan data yang siap untuk dianalisis sehingga
dapat menyajikan berbagai wawasan (insights) sebagai pendukung pengambilan keputusan dan
tindakan organisasi. Dari perspektif etnografi digital, tulisan ini menemukan dua hal yang perlu
diperhatikan dari keberadaan dan praktik data wrangling sebagai bagian dari sistem administrasi
perpajakan. Pertama, data wrangling dilakukan untuk kepentingan entreprise-wide dan menghasilkan
data yang akan dikonsumsi oleh aplikasi standar. Namun demikian, sampai dengan derajat
tertentu, terdapat pula praktik di mana para aktor-organisasi yang bertindak sebagai end-user dari
data dan aplikasi masih memerlukan beberapa langkah data wrangling agar data yang mereka
peroleh dari tampilan aplikasi standar dapat digunakan untuk mendukung tugas mereka. Pada
area tugas tertentu, seperti pemeriksaan pajak, bahkan data wrangling ini dapat disebut sebagai
personal data wrangling karena sifat aktivitasnya yang sangat spesifik sebagai akibat dari data yang
harus diolah mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu tugas pemeriksaan dengan tugas
pemeriksaan yang lainnya. Kedua, dalam konteks analitika data yang demikian ini, pada level
individual end-user ternyata masih diperlukan beberapa langkah untuk melakukan personal data
wrangling agar data yang dia mereka peroleh dari berbagai aplikasi standar atau sumber data lain
dapat digunakan sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Situasi data wrangling yang sangat
spesifik ditemui untuk beberapa area tugas, misanya pemeriksa pajak, yang secara native sifat
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pekerjaannya memang akan menerima data dalam berbagai ukuran, sumber, dan format karena
menghadapi perubahan sistem aplikasi sebagai sumber data dari wajib pajak yang sedang
diperiksa. Apakah data wrangling hanya dapat dilakukan pada level enterprise saja agar kualitas dan
validitas data akan lebih terjamin? Dalam pandangan penulis, jawabannya cenderung tidak
sepenuhnya demikian, sekali lagi tentu dengan konteks bahwa sampai dengan saat ini masih
terdapat kebutuhan data dari para end-user yang tidak secara final dapat sepenuhnya terpenuhi
dari sistem aplikasi standar yang tersedia. Jadi, sampai dengan tingkat tertentu, personal data
wrangling masih tetap dibutuhkan. Hal yang perlu dipersiapkan untuk kondisi tersebut adalah
adanya data governance yang secara jelas menata aktivitas data wrangling sehingga tercapai sebuah
titik optimal (ekuilibrium) antara pemenuhan kebutuhan data yang sesuai dengan tugas end-user,
di satu sisi, dengan penjaminan kualitas dan keamanan data, di sisi yang lain.

Tulisan ini dengan menggunakan perspektif etnografi digital mengungkapkan data wrangling
terutama sebagai artefak teknologi yang berasal dari practice, things, relationship dan event dari situasi
sosial-organisasional administrasi perpajakan di DJP. Berdasarkan perspektif tersebut, kajian ini
ingin berkontribusi kepada displin administrasi perpajakan, atau bahkan mungkin administrasi
keuangan negara dan juga publik secara lebih luas. Kerangka ini diharapkan dapat membantu
pemahaman tentang bagaimana aktivitas data wrangling sebagai bagian dari analitika data saling-
memengaruhi (interplay) dengan pelbagai artefak TIK dalam lingkup administrasi perpajakan.
Studi ini mengajukan kerangka pemahaman yang berkaitan dengan keberadaan data wrangling
sebagai bagian dari administrasi perpajakan dari perspektif etnografi digital melalui tiga langkah,
yaitu: (1) memahami keberadaan artefak teknologi sebagai practice, thing dan juga event; (2)
memahami keberadaan digital-self yang terjadi pada aktor organisasi; (3) memahami kerangka data
analytics yang diimplementasikan dalam suatu organisasi. Dari sisi metodologi penelitian, hasil
kajian ini diharapkan berkontribusi dengan menyajikan sebuah studi kasus berkaitan dengan
penggunaan strategi penelitian etnografi digital dalam penelitian administrasi perpajakan, yang
kemungkinan juga dapat diterapkan untuk manajemen keuangan negara atau bahkan kajian
administrasi publik dalam skala yang lebih luas.

Beberapa perkembangan situasi terakhir implementasi TIK DJP seperti inisiatif cooperative
compliance, perubahan struktur organisasi yang memunculkan fungsi penjaminan kualitas data
pada unit kantor pelayanan pajak, serta perancangan dan pengembangan kembali sistem
informasi utama (core-system) administrasi perpajakan. Untuk itu, tulisan ini mengajukan
rekomendasi agar manajemen TIK DJP dapat mengukuhkan sebuah tata kelola TIK DJP yang
robust schingga dapat meletakkan kedudukkan data wrangling (pada level enterprise ataupun
personal/individual) sejalan (aligned) dengan strategi sistem informasi organisasi tersebut secara
keseluruhan.
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